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Abstract 
 

 

Pada proses hukum yang dilakukan oleh para penyidik dan penuntut umum dalam suatu perkara 

banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan terutama dalam tindakan upaya paksa yang 

dapat merugikan setiap orang yang menjadi korban dari tindakan penyidik dan penuntut umum, 

sehingga hak asasi manusia tidak dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Perlindungan Ham Dalam Bingkai Praperadilan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptuan dan perbandingan. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

adanya KUHAP yang baru yang mengedepankan due process of law serta memberikan ruang dengan 

adanya langkah hukum melalui praperadilan yang dapat di tempuh untuk mendapatkan kepatian, 
kemanfaatan dan keadilan hukum di Pengadilan. Sehingga kesewenang-wenangan para aparat 

penegak hukum dalam tindakan hukum pada upaya paksa dapat di hentikan melalui putusan 
Praperadilan di Pengadilan. 
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I. PENDAHULUAN 

Praperadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana 

yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan peradilan pidana terhadap tindakan aparat 

penegak hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Pratama, A., & 

Susanti, H. (2026). Dalam KUHAP lama (UU Nomor 8 Tahun 1981), kewenangan 

praperadilan terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan, penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. 

Namun, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, lembaga 

praperadilan mengalami penguatan yang signifikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi 

manusia dan implementasi prinsip due process of law. Praperadilan adalah sarana evaluasi 

atas proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dinamika pembaruan hukum acara 

pidana menyentuh aspek praperadilan guna menjamin due process of law. Prinsip due process 

of law merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak 

asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan pidana. (Laksono, A. S.:2026). 

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menegaskan 

bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara Hukum. Pada negara hukum memiliki 

kepastian hukum secara tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan 

yang tidak tertulis yaitu peraturan yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia. Penerapan 

hukum terhadap masyarakat berdasarkan pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 yang menegaskan mengenai bahwa semua orang sama di hadapan 

hukum tanpa terkecuali, menurut penulis yang dimaksud dari bunyi Pasal di atas, semua 

orang yang di maksud tanpa ada perbedaan ekonomi rendah dan ekonomi tinggi atau di kenal 

dengan miskin dan kaya, namun tidak ada persoalan seseorang itu miskin dan kaya, yang 

lebih terpenting semua orang dalam hal ini dapat mengakses hukum itu tanpa ada kesulitan 

karena di akibatkan oleh Aparat Penegak Hukum. 

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki implikasi ganda terhadap 

eksistensi praperadilan dimana pembaruan tersebut membuka ruang penguatan praperadilan 

sebagai instrumen due process of law yang efektif. Namun tanpa penafsiran progresif dan 

komitmen aparat penegak hukum, praperadilan berpotensi mengalami degradasi fungsi. 

Terlebih pada situasi bagi tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum atau memiliki 

keterbatasan ekonomi dan literasi hukum. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip 

equality before the law dan mengindikasikan bahwa pembaruan hukum acara pidana belum 

sepenuhnya menjamin keadilan prosedural. Selain itu resistensi aparat penegak hukum dan 

keterbatasan waktu pemeriksaan yang berdampak pada kedalaman analisis hakim. Upaya 

paksa dalam tahap penyidikan sangat berpotensi mengurangi hak-hak fundamental individu 

(HAM) serta melemahkan prinsip (presumption of innocence) apabila dilakukan di luar 

prosedur. Oleh karenanya, KUHAP membentuk lembaga praperadilan sebagai mekanisme 

perlindungan (Nareswari, & Sugama, 2026). 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan 

tersangka tidak dapat dinilai hanya berdasarkan terpenuhinya jumlah alat bukti secara 

kuantitatif, tetapi juga harus diuji melalui standar kualitatif yang menggambarkan proses 

penyidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, praperadilan 

dalam praktik sering kali masih berfokus pada aspek formal dan kuantitatif tanpa menilai 

apakah penyidik telah mematuhi hasil gelar perkara khusus sebagai bagian dari proses 

kualitatif tersebut (Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. 2026). Pada Pasal 28A sampai Pasal 

28J dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur tentang hak asasi 

manusia yang di jamin oleh negara untuk melindungi warga negara namun pada jaminan 

tersebut tidak dapat di laksanakan dengan baik dan benar oleh Aparat Penegak Hukum 

sehingga masyarakat merasakan ketidakadilan hukum. Menurut penulis tidak terwujud suatu 
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ketidakadilan sekaligus ketidakpastian hukum karena robohnya etika dan moral dari pada 

penegak hukum di karenakan akal sehat penegak hukum di kalahkan oleh akal fulus dan 

bulus. Jika melakukan wawancara kepada masyarakat dan mempertanyakan mengenai 

penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka akan kita dengar bersama 

dengan kalimat “hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas” artinya hukum selalu 

dimenangkan dan dimiliki oleh orang-orang yang punya jabatan dan uang. 

Beberapa sampel kasus Pegi Setiawan misalnya, hakim praperadilan menyatakan 

bahwa penetapan tersangka tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan mengenai bukti 

permulaan yang cukup dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan 

bahwa praperadilan berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan penyidik dan 

sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjamin prinsip due 

process of law dan asas praduga tak bersalah (Palladjarang, M. I. K. H., Rahman, A., & 

Makkuasa, A. (2026). Secara keseluruhan, pengaturan praperadilan dalam KUHAP Baru 

mencerminkan arah pembaruan hukum acara pidana Indonesia yang lebih modern, 

transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Penguatan dan perluasan 

kewenangan praperadilan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan 

pidana yang adil, akuntabel, serta mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi 

setiap warga negara. Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yakni Bagaimana Penerapan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana dalam memastikan 

perlindungan HAM dan Keadilan? 

 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penelitian khusus yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan aturan atau norma 

dalam hukum positif (Irwansyah, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pertama Pendekatan Perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang digunakan 

untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang terkait 

dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2017). Kedua, Pendekatan 

Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep, teori dan 

pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti (Irwansyah, 2021). Ketiga, 

Pendekatan Sosiologi, merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan 

interaksi terjadi ketika sistem Norma bekerja di masyarakat. (Marzuki, 2017). Terkait 

Perlindungan Ham Dalam Bingkai Praperadilan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

Data Primer merupakan peraturan perundang-undangan, para ahli, dan jurnal-jurnal yang 

menjadi bahan pendukung dalam penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Ham Dalam 

Bingkai Praperadilan Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perlindungan Ham Dalam Bingkai Praperadilan Pada Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia 

Prinsip due process of law dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi 

praperadilan masih memerlukan penyempurnaan, tidak hanya pada aspek pengaturan 

mengenai objek dan subjek praperadilan, terutama pada aspek penyelenggara praperadilan 

sebagai pelaksana kewenangan. Wajib adanya integritas, profesionalisme dan keseragaman 

penafsiran terhadap praperadilan, sehingga norma yang dicita-citakan mewujudkan due 

process of law agar tidak kehilangan makna dalam orientasinya. Praperadilan tidak hanya 

berfungsi sebagai instrumen prosedural, melainkan sebagai sarana substantif untuk menjamin 

perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip due 

process of law. Selanjutnya terhadap implikasi yuridis dalam pembaruan hukum acara pidana 

terhadap eksistensi praperadilan membuka ruang bagi objek dan subjek praperadilan. Namun 
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terdapat potensi degradasi fungsi apabila tidak menyentuh aspek penyelenggara yang 

meliputi tentang hakim tunggal, durasi waktu sidang. Praperadilan masih diberlakukan secara 

formalistik dan terbatas pada aspek prosedural semata tanpa pengujian substansial (Hajairin, 

H., Mustofa, M., & Chandra, T. Y. (2023). 

Idealnya praperadilan tidak hanya dipahami sebagai forum formil untuk menguji 

syarat administratif, tetapi juga sebagai sarana substantif untuk memastikan bahwa setiap 

pembatasan hak individu dilakukan secara sah, proporsional dan berkeadilan. Disamping itu 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme sanksi atau konsekuensi hukum yang 

tegas terhadap pelanggaran prinsip due process of law. Persoalan lain adalah keterbatasan 

waktu pemeriksaan yang berdampak pada kedalaman analisis hakim. Kondisi tersebut 

berpotensi mereduksi makna due process of law, karena praperadilan tidak sepenuhnya 

berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap tindakan sewenang-wenang. Jika 

praperadilan hanya dipahami sebagai prosedur pelengkap, maka tujuan pembaruan hukum 

acara pidana untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia tidak akan tercapai secara 

optimal. Perhatian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana masih minim terhadap parameter untuk menilai keabsahan tindakan 

penyidikan dan penuntutan sangat bergantung pada subjektivitas hakim. Dalam perjalanannya 

terdapat perluasan tentang objek praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (Akbar, 

M., Krisna, L. A., Asnawi, M. I., & Pane, V. D. 2026). Berdasarkan penelusuran penulis 

ditemukan beberapa perubahan ketentuan terkait dengan objek praperadilan dalam KUHAP 

lama yaitu: 

1. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka, 

penggeledahan, dan penyitaan merupakan objek praperadilan yang sah untuk diuji 

keabsahannya. 

2. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang praperadilan dinyatakan gugur 

apabila perkara pokok telah mulai disidangkan untuk pertama kalinya; 

3. Putusan MK Nomor. 130/PUU-XIII/2015 tentang Penyidik wajib menyerahkan 

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, 

terlapor, dan korban paling lambat 7 hari setelah perintah penyidikan dikeluarkan; 

4. Perma No. 4 Tahun 2016 tentang putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat 

diajukan Peninjauan Kembali. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur 

praperadilan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, mengarah pada penguatan prinsip due process of law. Hal ini 

tercermin dalam pengaturan yang lebih rinci mengenai subjek yang memiliki legal standing 

dalam mengajukan praperadilan yaitu: 

1. Tersangka atau keluarga tersangka, 

2. Korban atau keluarga korban, 

3. Pelapor 

4. Advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili 

kepentingan hukum tersangka atau korban. 

Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, memperluas objek praperadilan yang merupakan 

implementasi dari produk-produk putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: 

1. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. 

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 

3. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya 

dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan; 

4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana; 
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5. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan 

6. Penangguhan pembantaran penahanan. 

Secara konseptual wujud nyata perlindungan negara dalam proses penegakan hukum 

telah meletakan lembaga praperadilan sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan paksa 

aparat penegak hukum. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, menempatkan praperadilan pada Bab XI wewenang 

pengadilan untuk mengadili. Tujuan praperadilan memberikan perlindungan terhadap hak 

tersangka, terdakwa sebagai bagian dari implementasi due process of law dalam praktik 

pemeriksaan dan persidangan pidana. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan 

hukum serta perlindungan HAM dalam seluruh rangkaian proses pidana. Aspek yang 

diperkuat dalam pemenuhan prinsip due process of law adalah penguatan hak tersangka dan 

terdakwa, perlindungan terhadap saksi dan korban, peningkatan kepastian hukum. 

Perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan crime control model menjadi due 

process model menunjukan konsistensi Negara dalam melindungi individu dari 

penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. 
 

Kebijakan Pengaturan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia 

Pelaksanaan praperadilan dalam sistem peradilan pidana akan lebih di bahas pada 

bagian pembahasan dalam artikel ini untuk membuat lebih terang dan menjadi bahan untuk 

memperjuangkan keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan sehingga tujuan dari pada 

hukum dapat terwujud yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan hukum di Indonesia 

(Khaerul, K., Pawennai, M., & Hasbi, H. 2026). Meskipun praperadilan dirancang sebagai 

mekanisme dengan hukum acara cepat, sidang praperadilan pada hakikatnya merupakan 

upaya hukum terakhir bagi tersangka atau pihak berkepentingan setelah tidak tercapainya 

penyelesaian melalui pendekatan persuasif atau administratif dengan penyidik maupun jaksa 

penuntut umum. Karakter cepat dalam praperadilan tidak dimaksudkan untuk mengurangi 

kedalaman pengujian, melainkan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi 

manusia akibat tindakan upaya paksa segera memperoleh koreksi yudisial. Keberadaan 

praperadilan tidak dipandang sebagai penghambat penegakan hukum, melainkan sebagai 

instrumen checks and balances yang memastikan bahwa kewenangan penyidikan dan 

penuntutan dijalankan secara akuntabel, transparan dan selaras dengan prinsip due process of 

law (Adam, Ibrahim, Aruan, Tolingguhu, Al'Asfah, R., Palahuwata, & Maini, H. P. (2026). 
Tabel 1. Pengaturan Praperadilan Dalam KUHAP Baru 

No Pasal Redaksi 

1 Pasal 1 Angka 15 Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk 

memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau 

keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau 
advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk 

mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan 

Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut 

Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur 

dalam UndangUndang ini. 
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2 Pasal 158 Ayat (1) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai 

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai: 

a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa; 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan; 

c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang 

perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau 

penuntutan; 

d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan 

tindak pidana; 

e. Penundaan terhadap pen€rnganan perkara tanpa alasan yang 

sah; 

f. Penangguhan pembantaran penahanan. 

3 Pasal 159 Ayat (1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

158 dilaksanakan oleh Praperadilan. 

4 Pasal 159 Ayat (2) Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua 

pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. 

5 Pasal 160 Ayat (1) Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan 

upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a 

diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya 

kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 

6 Pasal 160 Ayat (2) Permohonan pemeriksaan mengenai Penyitaan benda atau barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh 

pihak ketiga. 

7 Pasal 160 Ayat (3) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya 

Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau 

Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat 

diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama. 

8 Pasal 160 Ayat (4) Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 

huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri 

atau dalam status daftar pencarian orang. 

9 Pasal 161 Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian 

Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh Korban, pelapor, atau 

kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan 

menyebutkan alasannya. 

10 Pasal 162 Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya 

penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 huruf c diajukan oleh Korban atau 

pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan 

alasannya. 

11 Pasal 163 Ayat (1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut: 

a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan 

diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. 

b. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, Hakim 

mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Advokatnya, 

Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau 

Penuntut Umum. 

c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan 

secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari 

terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah 
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menjatuhkan putusannya; 

d. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali 

persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan 

termohon dianggap melepaskan haknya; 

e. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum 

selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat 

diselenggarakan; 

f. Dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang 

dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan 

tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar 

dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 

Hari setelah Putusan Pengadilan. 

g. Putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat 

dilakukan pemeriksaan Praperadilan kembali pada tahap 

pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan 
baru. 

12 Pasal 163 Ayat (2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai 

dengan Pasal 162, harus memuat dengan jelas 

dasar dan alasannya. 

13 Pasal 163 Ayat (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: 

a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka 

tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka. 

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau 

Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap 

pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan 

Tersangka; 

c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan 
atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau 

Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan; 

d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, 

Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang 

bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, 

Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah tidak dapat 

digunakan sebagai alat bukti; 

e. Dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan 

adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan 

dicantumkan Rehabilitasinya; 

f. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada 

yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan 

dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan 

kepada Tersangka atau dari siapa benda itu 

disita. 

14 Pasal 163 Ayat (4) Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 158. 

15 Pasal 164 Ayat (1) Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak 

dapat dimintakan banding. 
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16 Pasal 164 Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan 

terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya 

penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat 

dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah 

hukum yang bersangkutan. 

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

 

Berdasarkan rangkuman table tentang Praperadilan diatas menunjukan bahwa 

pembaruan mendasar dalam KUHAP Baru adalah perluasan objek praperadilan. Tidak hanya 

menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, praperadilan kini dapat digunakan 

untuk menguji berbagai tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, 

seperti penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, 

pemblokiran, hingga larangan bepergian ke luar wilayah Indonesia. Perluasan ini 

menunjukkan adanya peningkatan kontrol yudisial terhadap setiap tindakan yang berpotensi 

membatasi hak-hak warga negara selama proses peradilan pidana berlangsung. Selain 

perluasan objek, KUHAP Baru juga menempatkan praperadilan sebagai sarana untuk 

memastikan akuntabilitas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Melalui mekanisme ini, 

tersangka, korban, maupun pihak yang berkepentingan memperoleh ruang hukum yang lebih 

luas untuk menguji legalitas tindakan penyidik atau penuntut umum. Dengan demikian, 

praperadilan tidak hanya berfungsi melindungi hak tersangka, tetapi juga menjaga 

keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.  

Selain itu, penguatan posisi praperadilan dalam proses penanganan perkara. Dalam 

kondisi tertentu, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan sebelum permohonan 

praperadilan diputus. Pengaturan ini memberikan jaminan bahwa sengketa mengenai 

keabsahan tindakan hukum yang dilakukan aparat harus terlebih dahulu memperoleh 

kepastian hukum sebelum perkara diperiksa lebih lanjut (Huda, M. C. 2026). Mekanisme 

tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran prosedur yang berpotensi 

merugikan pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Secara keseluruhan, pengaturan 

praperadilan dalam KUHAP Baru mencerminkan arah pembaruan hukum acara pidana 

Indonesia yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi 

manusia. Penguatan dan perluasan kewenangan praperadilan menjadi instrumen penting 

dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, akuntabel, serta mampu memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. 

 

IV.  KESIMPULAN 

Praperadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana 

yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan peradilan pidana terhadap tindakan aparat 

penegak hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam KUHAP lama 

(UU Nomor 8 Tahun 1981), kewenangan praperadilan terbatas pada pengujian sah atau 

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta 

permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, lembaga praperadilan mengalami penguatan yang 

signifikan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan implementasi prinsip due 

process of law. Salah satu pembaruan mendasar dalam KUHAP Baru adalah perluasan objek 

praperadilan. Tidak hanya menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, 

praperadilan kini dapat digunakan untuk menguji berbagai tindakan upaya paksa yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penetapan tersangka, penggeledahan, 

penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, hingga larangan bepergian ke luar 

wilayah Indonesia. Perluasan ini menunjukkan adanya peningkatan kontrol peradilan 
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terhadap setiap tindakan yang berpotensi membatasi hak-hak warga negara selama proses 

peradilan pidana berlangsung. 
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